BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Perlakuan Akuntansi

Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang,

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010. Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi dasar dalam perolehan
aset tetap menggunakan nilai perolehan karena saat pembuatan anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sudah
menghitung semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap itu diperoleh.

2. Pengukuran aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Kupang mengenai penilaian awal, penyusutan dan Penghentian dan
pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010.

3. Pengungkapan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010. Namun mengenai informasi metode penyusutan yang digunakan
untuk melakukan penyusutan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Kupang belum diungkapkan pada Laporan

Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
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4. Penyajian aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran
yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang diharapkan
lebih terperinci dalam menyediakan data yang berkaitan dengan Surat
Perintah Kerja (SPK) dengan menyertakan biaya-biaya yang dikeluarkan
sampai aset tetap diperoleh agar saat pengakuan ataupun penilaian awal
aset tetap yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Kupang dapat mengetahui aset tetap yang diperoleh tersebut
diperoleh berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang diharapkan
diharapkan dapat mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan
untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK).

3. Mengenai penghentian dan pelepasan aset tetap ada atau tidaknya
penghentian dan pelepasan aset tetap diharapkan diungkapkan pada
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) .

4. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang
dalam laporan keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) lebih

terperinci dalam menjelaskan pos-pos aset tetap.
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